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Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Pembimbing : M. Ali 

Amrin, S.H., M.H. 

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur bertujuan untuk 

menciptakan pusat pemerintahan yang lebih merata dan modern. Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2022 menetapkan IKN sebagai daerah khusus setingkat provinsi 

yang dipimpin oleh Kepala Otorita yang ditunjuk langsung oleh Presiden setelah 

berkonsultasi dengan DPR. Hal ini menimbulkan perdebatan karena berbeda 

dengan mekanisme pemilihan kepala daerah yang umumnya dilakukan secara 

demokratis. Penelitian ini berfokus pada pengaturan pemilihan Kepala Otorita IKN 

dan mekanisme pertanggungjawabannya, menggunakan pendekatan hukum 

normatif dengan menganalisis regulasi yang ada. 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (Statute Approach) untuk menganalisis dan memahami 

pengaturan pemilihan Kepala Otorita IKN. Tipe penelitian yang digunakan adalah 

Doctrinal Research, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan 

dan kasus hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat preskriptif dan teknis, 

memberikan saran berdasarkan isu hukum terkait pemilihan Kepala Otorita IKN. 

Sumber data utama meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 

1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 3 Tahun 2022, dan UU Nomor 21 

Tahun 2023 dan UU, serta bahan sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan 

dan menganalisis literatur dan peraturan yang relevan untuk menjawab masalah 

yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan ilmiah 
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Konsep pemerintahan daerah khusus IKN sangat berbeda dengan provinsi lainnya. 

IKN dikelola langsung oleh Otorita IKN tanpa adanya DPRD, yang berarti 

pengelolaannya sangat terpusat. Kepala Otorita IKN, yang setingkat menteri, 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berbeda dengan kepala daerah 

lainnya yang dipilih melalui pemilu. Sistem pemerintahan IKN ini berlandaskan 

desentralisasi asimetris, di mana beberapa daerah, termasuk IKN, diberi 

kewenangan khusus oleh pemerintah pusat. Hal ini juga mengubah cara pemilihan 

kepala daerah, karena IKN tidak menggunakan mekanisme pemilihan langsung. 

Pengaturan pemilihan Kepala Otorita IKN memang sangat unik, karena 

mengharuskan Presiden untuk menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan 

Kepala Otorita setelah berkonsultasi dengan DPR, tanpa melibatkan pemilu 

langsung. Proses ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa demokratis sistem 

tersebut, karena rakyat tidak terlibat langsung dalam memilih pemimpin mereka. 

Kepala Otorita IKN memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan investasi, 

aset, dan perencanaan pembangunan IKN, serta bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. Hal ini menciptakan struktur pengawasan yang lebih bergantung 

pada evaluasi internal pemerintah pusat, dibandingkan dengan pengawasan publik 

melalui DPRD seperti yang biasa terjadi di daerah lain. 
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ABSTRAK 

 

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur membawa perubahan 

signifikan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan Daerah 

Khusus IKN diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota 

Negara, yang menetapkan bahwa pemerintahan di wilayah ini akan dijalankan oleh 

Otorita IKN. Berbeda dengan kepala daerah di provinsi lain yang dipilih melalui 

pemilihan umum, Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan 

langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Mekanisme ini 

menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait prinsip demokrasi, 

akuntabilitas, serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pemilihan 

Kepala Otorita IKN diatur dalam perundang-undangan serta bagaimana 

pertanggungjawaban Kepala Otorita dalam menjalankan tugasnya. Dengan 

menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-

undangan (statute approach), penelitian ini mengkaji berbagai regulasi terkait, 

termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta aturan lainnya yang relevan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penunjukan Kepala Otorita IKN 

memberikan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

pembangunan, tetapi di sisi lain, kurang mencerminkan prinsip demokrasi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan 

pemilihan kepala daerah secara demokratis. Selain itu, pertanggungjawaban Kepala 

Otorita yang langsung kepada Presiden tanpa keterlibatan DPRD juga dinilai 
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kurang mencerminkan prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan 

daerah. 

Hasil penilitian ini menyarankan adanya mekanisme transparansi yang lebih kuat 

dalam proses pengangkatan Kepala Otorita IKN, misalnya dengan melibatkan 

proses uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR atau mekanisme evaluasi berkala 

yang lebih terbuka bagi publik. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih 

ketat untuk memastikan Kepala Otorita menjalankan tugasnya dengan baik dan 

tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa 

tata kelola pemerintahan IKN dapat berjalan lebih demokratis, transparan, serta 

akuntabel. 

 

Kata kunci (keyword) : Ibu Kota Negara, Kepala Otorita IKN, Pemerintahan 

Daerah Khusus  
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